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ABSTRAK

Nama : Cut Rizky Meutia

NIM 210101027

Fakultas/Prodi . Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga

Judul : Dalil-dalil Poligami di Aceh (Studi Putusan Mahkamah

Syar’iyyah di Aceh Tahun 2021-2024)
Tanggal Sidang : 30 Januari 2025

Tebal Skripsi : 84 Halaman

Pembimbing | - Ihdi Karim Makinara S.H.I.. M.H.
Pembimbing Il : Nurul Fithria, M.Ag.

Kata Kunci . Dalil, 1zin Poligami, Mahkamah Syar iyyah

Dalil-dalil poligami adalah alasan-alasan para suami mengajukan permohonan
izin  poligami  kepada majelis Hakim. Dalam putusan  Nomor
184/Pdt.G/2021/MS.Lsm, Nomor 157/Pdt.G/2022/MS.Bir, Nomor
68/Pdt.G/2023/MS.Skm,  Nomor  206/Pdt.G/2024/MS.Bna dan  Nomor
229/Pdt.G/2024/MS.Sqi, terdapat dalil-dalil suami berpoligami. Maka dari itu,
muncul pertanyaan apa saja dalil-dalil para suami memohon izin poligami dan
bagaimana pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim dalam memberikan izin
pemohonan poligami. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan
kasus (Case Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)
dengan jenis penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalil-dalil suami memohon izin poligami yaitu istri tidak
mampu melayani suami terutama dalam memenuhi kebutuhan biologis
dikarenakan dalam keadaan sakit, istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri
sudah menopause, niat membantu janda yang suaminya meninggal dunia serta
sudah terlalu dekat dengan calon istri kedua. Kemudian dalil lainnya yang juga
merupakan pemenuhan dari syarat kumulatif sudah mendapatkan persetujuan
dari istri, adanya jaminan mampu menafkahi istri-istrinya dan anak-anaknya juga
dapat berlaku adil. Pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor
184/Pdt.G/2021/MS.Lsm, Nomor 157/Pdt.G/2022/MS.Bir, Nomor
68/Pdt.G/2023/MS.Skm, Nomor  206/Pdt.G/2024/MS.Bna dan  Nomor
229/Pdt.G/2024/MS.Sgi putusan akhir berdasarkan persetujuan dari istri pertama,
serta jaminan bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup seluruh istri dan
anak-anaknya. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa dalil-dalil suami
berpoligami dapat dikabulkan oleh majelis hakim jika adanya persetujuan dari
istri pertama, adanya kepastian bahwa suami mampu dan adanya jaminan dapat
berlaku adil, jika tidak maka permohonan izin poligami tidak dapat dikabulkan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987
1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan
huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya
dengan huruf Latin.

Huruf Nama Huruf Nam Huruf NEA Huruf Nama
Arab Latin a Arab Latin
‘ tidak di- | tidak . Ezen -
Alf | lambang | dilambang ta’ t i tik%i
-kan - kan
bawah)
zet
- A L (dengan
S U e - Z | titik di
bawah)
) koma
= Ta’ t te € | ‘ain < | terbalik (di
atas)
& - . es (dengan ¢ .
& S| titik di atas) SR g |
g Jim j je = | Fa f | ef
ha (dengan =
< Ha’ h titik di S | Qaf q ki
bawah)
¢ Kha’ kh | kadan ha £ Y| Kaf K | ka
3 Dl d|de J | Lam I el
3 7al 5 zet (dengan a Mim m em
titik di atas)
2 Ra’ r er o Niin n en
> Zai z zet 2 Wau W we
o Sin S es ° Ha’ h ha




Symn

sy es dan ye

Hamzah

apostrof

es (dengan
$ titik di
bawah)

¢ Ya’

ye

o= Dad

de (dengan
d titik di
bawah)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
= fathah a a
— kasrah i i
= dhammah u u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
RT3 fathah dan ya’ ai adani
e § Jfathah dan wau au adanu
Contoh:
ST0 - kataba
Je0. QL0 - fa'ala
_)5 _3’ - Zukira




Jyd  -haula

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf Nama Huruf dan Tanda Nama
8| J;i’;ﬁa)fldqan s a a dan garis di atas
,L“S kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
.o
iig i%immah = 0 u dan garis di atas
Contoh:
JB5S qala
RS - rama
ddoo - gila
Q4 - A
J 1990.$0L - yaqiilu

4. Ta’ marbuthah

Transliterasi untuk ¢’ marbiithah ada dua:

1. Ta’ marbiithah hidup
Ta’ marbiithah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammah, trasnliterasinya adalah ‘t’.

2. Ta’ marbuthah mati
Ta’ marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah ‘h’.
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3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbithah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka t@’ marbithah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
Jlalste 3\4255-:::'::--:;::- - raudah al-atfal

) ., - raudatul azfal
byt U0, 6MIE - al-Madinah al-Munawwarah

- al-Madinatul-Munawwarah

Ao - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda rasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Ue.050 - rabbana

G500 - nazzala
ol - al-birr
&I - al-hajj
‘ujif’ﬁifff - nu “‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu al, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf

gamariyyah.
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1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan
yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf
syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari
kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

J=31% - ar-rajulu
buaidls - as-sayyidatu

oz 9

ol | - asy-syamsu
Gl "

oMl - al-galamu

@3.;.]|ifi¢- - al-badi‘u

JM:SJT’ - al-jalalu

7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir
kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam
tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

29 9 o _

O9dS>G0GEE - e khuzina

T 2. h)
£9%, UJ\ - an-nau
o ¥

£ Qi - syai'un
o - inna

0

Oyl - umirtu

Xiii



SIEE _akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.

Contoh:

z 3

LB ‘J’“ 10 9000 o C)fjf*ff - Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin
- Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
o.My 8 ls.Sglyz2- Wa auf al-kaila wa-almizan

- Wa auful-kaila wal-mizan

oo wbly. ol - Ibrahim al-Khalil
- Ibrahimul-Khalil
Wbuisagiz L“Di?if'.?ﬁi? dll i/ - Bismillahi majraha wa mursaha

oot 730 Wl Joo 50 - Wadillahi ‘alan-nasi hijju al-baiti
Yottt z{biw* L man istata‘a ilaihi sabila.
- Walillahi ‘alan-ndsi hijjul-baiti

manistata ‘a ilaihi sabila
9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Joasj Yo ijﬁf}fﬁfﬁifﬁ'éff? W% - Wa ma Muhammadun illa rasiil
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LSM grhie st Lt LJ31 o - Inna awwala baitin wudi‘a linndsi lallazt
&’ &G07 - bibakkata mubdarakan
()T)l" 48 dyi' LSJJT Ot i - Syahru Ramadanal-lazt unzila fihil Qur’anu
! @ﬁyf’ﬂ”%ue% ob-iiiir- By>¢ - Wa lagad ra’ahu bil-ufug al-mubin
Wa lagad ra ‘ahu bil-ufuqil-mubini
MBI G5 I - Alhamdu lillahi rabbi al-‘@lamin

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.
Contoh:
w}S @fﬁf?.djff? Ay wo 2 - Nasrun minallahi wa fathun garib
Lc-:ifZaL”Sifif@I;ﬁif} ﬁ‘}’i}‘ oy - Lillahi al-amru jamr ‘an
Lillahil-amru jami ‘an
st 60 gt S dlg>? - Wallaha bikulli syai’in “alim
10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.

Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai

kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaiman.

XV



Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,
bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.
Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Permohonan Poligami di Mahkamah Syar’iyah di Aceh
Tahun 2021-2024
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Poligami adalah salah satu isu dalam perkawinan yang paling banyak
diperbincangkan dan sering kali menjadi kontroversi. Di satu sisi, banyak yang
menolak poligami dengan berbagai argumen, baik normatif maupun psikologis,
serta sering dikaitkan dengan masalah ketidakadilan gender. Di sisi lain, poligami
dipromosikan sebagai solusi yang memiliki dasar normatif yang jelas, dan
dianggap sebagai alternatif untuk mengatasi masalah selingkuh dan prostitusi.
Islam memperbolehkan laki-laki untuk berpoligami sebagai alternatif atau
solusi untuk memenuhi kebutuhan biologisnya atau untuk alasan lain yang dapat
mengganggu ketenangan batin, sehingga terhindar dari perzinahan. Oleh karena
itu, tujuan poligami adalah mencegah suami terjerumus ke dalam perbuatan
maksiat yang dilarang Islam dengan memilih cara yang halal, yaitu menikah lagi
(poligami) dengan syarat dapat bersikap adil.?
Sebagaimana firmannnya dalam al Qur’an surat an-nisa ayat 3:
sot o o opy cdoody gl sl g 8 ol o sl i oo BB St s ol
s 3t ot of e et eflo bo gt faolsd e
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang

saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat
kepada tidak berbuat aniaya.”

L Amiur Nuruddin dkk, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan
Hukum Islam dari Figh, UU No.1/1974, sampai KHI, (Jakarta: Kencana: 2006), him. 156

2 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2014) him. 358

3 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Tanjung Mas
Inti,1992), him.103



Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki
diperbolehkan memiliki satu, dua, tiga, atau bahkan empat istri, asalkan dia
mampu bersikap adil. Jika tidak, sebaiknya dia hanya memiliki satu istri. Keadilan
yang dimaksud mencakup memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, seperti
dalam hal pakaian, tempat tinggal, giliran kunjungan, serta pemeliharaan dan
pendidikan mereka, termasuk agama. Kemampuan untuk bersikap adil
merupakan syarat utama dalam poligami yang disepakati oleh ulama, dan
kemampuan ini menjadi pertimbangan bagi seorang suami untuk memutuskan
apakah dia boleh berpoligami atau tidak.

Dalam hadis juga disebutkan bahwa poligami itu diperbolehkan,

sebagaimana bunyinya:
gt el taa sl dblorg) o bgad s dy 'M BN A g ot O w8 o 5
agdl dgy . ghm ko SRS d olay ade 2l do

Artinya: Dari ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqgafi masuk
Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah,
lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW
memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara
mereka. (HR. Tirmidzi).*

Pemahaman tentang hadits yang berasal dari Ghailan bin Salamah
menunjukkan bahwa ia memiliki sepuluh istri yang dinikahinya pada masa
jahiliyah sebelum masuk Islam. Setelah memeluk Islam, Ghailan radhiallahu
‘anhu menghadapi masalah terkait ketentuan hukum Islam yang melarang
memiliki lebih dari empat istri. Oleh karena itu, ia langsung bertanya kepada
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai permasalahan tersebut.
Rasulullah kemudian memerintahkan Ghailan untuk memilih hanya empat istri.

Untuk istri mana saja yang menjadi pilihan Ghailan bin Salamah

4 Lisanatul Layyinah, Poligami dalam Perspektif Hadis (Telaah Hadis Tematik), Jurnal
El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023, him. 12



radhiallahu ‘anhu para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa
beliau boleh memilih empat istri mana saja yang beliau inginkan sebagian ulama
lain berpendapat bahwa empat istri yang boleh beliau pilih adalah empat istri
pertama yang beliau radhiallahu ‘anhu nikahi lebih dulu. Di antara kedua
pendapat ini jumhur sepakat dengan pendapat yang pertama karena pendapat
pertama dinilai pendapat yang paling kuat.®

Orang Arab sebelum Islam juga terlibat dalam poligami. Para sahabat
Nabi SAW memiliki istri sebanyak sepuluh orang. Dalam konteks sejarah Islam,
ayat tentang poligami setelah berakhirnya Perang Uhud, di mana 70 dari 700
tentara Muslim yang berperang tewas, berbicara tentang bagaimana poligami
mulai ditinggalkan. Akibatnya, banyak wanita Muslim yang meninggal dan
banyak anak yang terlantar tanpa orang tua. Mengingat cara kerja masyarakat
pada saat itu, cara terbaik untuk membantu para janda dan yatim piatu adalah
melindungi mereka dengan cara yang adil.®

Pada dasarnya, prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami, yaitu
ikatan antara seorang suami dan seorang istri. Dengan poligami, beban dan
masalah yang muncul dalam keluarga bisa lebih sedikit, sehingga lebih mudah
untuk diatasi, baik dalam hubungan suami istri maupun dengan anak-anak dan
keluarga masing-masing. Oleh karena itu, dengan monogami, tujuan untuk
membangun keluarga bahagia akan lebih mudah tercapai. Namun, ini bukan
berarti bahwa poligami dilarang, poligami diperbolehkan dalam situasi darurat.’

Secara umum, prinsip perkawinan di Indonesia berdasarkan Pasal 3

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah monogami, yang berlaku untuk

5 Irsyad Nugraha, Poligami dan Larangannya Perspektif Hadis, Jurnal of Islamic Studies,
Vol. 2, No.2, Tahun 202, him. 135

& Muhamad Yoga Firdaus, Telaah tentang Poligami dalam Al-Qur’an (Analisis
Penafsiran Mufasir Kontemporer), Jurnal Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal,
Vol. 5 No. 6 Tahun 2023, him. 2705

" Muhammad Abdul Mujib, dkk, Kamus Istilah Figh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),
him. 24



suami dan istri. Namun, dalam kondisi tertentu, ketentuan ini bisa dikecualikan.
Dalam keadaan tertentu, suami diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri jika
memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik syarat alternatif maupun kumulatif
yang diatur dalam perundang-undangan.®

Syarat alternatif untuk poligami tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan
Agama yang diatur dalam pasal tersebut meliputi beberapa kondisi, yakni: istri
tidak dapat melaksanakan kewajibannya, istri mengalami cacat fisik atau penyakit
yang tidak bisa disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat kumulatif diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974. Dalam hal ini, undang-undang menetapkan persyaratan bagi suami
yang ingin menikah lebih dari satu, agar dapat mengajukan permohonan kepada
Pengadilan Agama. Undang-undang ini harus memenuhi syarat berikut, meliputi:
adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, kepastian bahwa suami mampu
memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak, serta jaminan bahwa suami
akan bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anak.®

Pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku |
tentang Hukum Perkawinan Bab X Pasal 55 sampai dengan pasal 59, seperti yang
sudah disebutkan diatas. Dalam hal ini Pengadilan Agama sangat menentukan
mengabsahkan praktik poligami karena dapat dikatakan satu-satunya lembaga
yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami. Diperbolehkannya poligami
itupun dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada
mereka Kebolehan itupun kalau di telusuri sejarahnya tergantung pada situasi dan

kondisi masa permulaan Islam. Poligami boleh dilakukan jika keadaan benar-

8 Yayan Sopyan, Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum
Nasional, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), him. 158
% Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), him.
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benar darurat.°

Alasan-alasan yang dipakai Pengadilan Agama memberikan izin kepada

suami berpoligami adalah:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disesmbuhkan
c. lIsteri tidak dapat melahirkan keturunan.!

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah memiliki peranan yang
sangat penting dalam memberikan izin poligami. Pertimbangan Hakim dalam
memutuskan perkara izin poligami merupakan hal yang menarik untuk dikaji dan
diteliti, karena pertimbangan tersebut menentukan apakah seorang suami
diperbolehkan untuk berpoligami atau tidak.

Tabel 1 Jumlah Permohonan Poligami di Mahkamah Syar’iyah di Aceh
Tahun 2021-2024

Jumlah Perkara
Tahun i i
Dikabulkan Ditolak/Gugur Keseluruhan
2021 11 perkara 2 perkara 13 perkara
2022 11 perkara 2 perkara 13 perkara
2023 17 perkara 1 perkara 18 perkara
2024 17 perkara 1 perkara 18 perkara
Jumlah 56 perkara 6 perkara 62 perkara

Sumber dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.?
Menurut data diatas dapat dilihat bahwa jumlah permohonan poligami di
Mahkamah Syar’iyyah di Aceh sebanyak 62 perkara dalam 4 tahun terakhir.

Perkara poligami dapat dilihat terus meningkat disetiap tahunnya. Kebanyakan

10 Surjanti, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia, Jurnal
Universitas Tulungagung Bonorowo, Vol. 1.No.2 Tahun 2014. him. 20
11 Asep Saepuddin Jahar dkk, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, (Jakarta: Kencana,
2013), him. 31
12 Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses melalui
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis.html,
tanggal 13 Maret 2025s pukul 22.22.



https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis.html

perkara yang masuk dapat dikabulkan, hanya ada 6 perkara yang ditolak/gugur
dengan sebab kesalahan administratif, bukan dengan tidak sesuainya alasan untuk
berpoligami.

Salah satu prinsip perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas monogami, yang berarti poligami
dibatasi dan diperketat. Alasan dan syarat yang ditetapkan oleh perundang-
undangan mencerminkan prinsip ini, di mana poligami harus dibatasi dan
diperketat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dari itu
mendorong penulis untuk mengadakan penelitian guna membahas mengenai
“Dalil-dalil Poligami di Aceh (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyyah di Aceh
Tahun 2021-2024).”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka
dapat ditarik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apa saja dalil-dalil para suami memohon izin poligami?
2. Bagaimana pertimbangan majelis Hakim dan tinjauan undang-undang

dalam memberikan izin pemohonan poligami?

C. Tujuan Penulisan
Tujuan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini, bertujuan antara lain
sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan dalil-dalil para suami memohon izin poligami.
2. Untuk menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum atas permohonan
izin poligami yang majelis Hakim memberikanserta tinjauan undang-

undang.

D. Kajian Pustaka
Berdasarkan beberapa pembahasan pada sub-sub sebelumnya, sudah

dikemukakan bahwa skripsi ini membahas tentang tema yang berjudul “Dalil-



dalil Poligami di Aceh (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyyah di Aceh Tahun
2021-2024)." Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu
adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang
dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada
satu pun yang dianggap menyamai dengan judul tulisan yang sedang dikaji.
Setelah peneliti melakukan penelusuran maka terdapat beberapa tema yang
membahas terkait dengan pembahasan ini, diantaranya:

Pertama, Raziatul Muna dan Syamsul Bahri menulis artikel yang berjudul
“Izin Poligami Dalam Penetapan Mahkamah Syariyah (Studi Kasus Penetapan
Nomor 272/Pdt.g/2023/MS.Bna),” terdapat pada Jurnal Hukum Sasana, Volume
10, No. 1 Tahun 2024. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa Pertimbangan Hakim
merupakan evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh seorang Hakim dalam
mengambil keputusan, mencakup fakta-fakta kasus, bukti-bukti, argumen para
pihak, dan prinsip-prinsip hukum. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna
tentang permohonan izin poligami dianggap tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan Indonesia karena syarat poligami yang diberlakukan tidak
sejalan dengan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Hakim
mengabulkan izin poligami berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c, yang
menyatakan istri tidak dapat melahirkan keturunan, padahal terbukti bahwa
selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki empat orang
anak. Tidak ada bukti konkret seperti surat keterangan dokter yang menunjukkan
bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan. Oleh karena itu, penggunaan Pasal
4 ayat (2) huruf c sebagai pertimbangan Hakim tidak sesuai dengan bukti nyata
yang ada dalam persidangan.®

Kedua, Citra Kasih dan Iman Jauhari menulis artikel yang berjudul “Studi
Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor

13 Raziatul Muna dan Syamsul Bahri, Izin Poligami dalam Penetapan Mahkamah
Syar’iyah (Studi Kasus Penetapan Nomor 272/Pdt.g/2023/MS.Bna), Jurnal Hukum Sasana,
Volume 10, No. 1 Tahun 2024.



328/Pdt.G/2017/Ms-Bna tentang Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil yang
Tidak Memenuhi Syarat Alternatif” terdapat pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Bidang Hukum Keperdataan, Volume. 4, No.4 Tahun 2020. Dalam artikel ini
dijelaskan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan Nomor
328/Pdt.G/2017/MS-Bna belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Seharusnya Hakim memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait yang
berlaku mengenai permasalahan yang ada. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2017/MS-
Bna belum sesuai dengan tujuan hukum yang memberikan kepastian hukum,
keadilan dan kemamfaatan bagi para pihak yang berperkara, karena putusan ini
tidak adil bagi Termohon. Putusan ini tidak adil bagi Termohon karena Termohon
masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon tidak mendapat
cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan selama perkawinan
antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak.*

Ketiga, Skripsi Lintang Kurnia Zelyn dengan judul “Analisis Pengabulan
Izin Poligami dengan Alasan telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis
Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)” di
UIN Walisongo Semarang Tahun 2018, Skripsi Wira Putri dengan judul “Analisis
Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang No.
0262/Pdt.G/2019/Pa.TIb Tentang Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai
Anak Laki-Laki,” di UIN Raden Intan Lampung Tahun 2021 dan Skripsi Aulia
Ramadhianty dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan lzin
Poligami Akibat Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan
Pengadilan Agama Watampone Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Wtp),” di UIN
Alauddin Makassar Tahun 2022 memang berkaitan dengan masalah permohonan

izin poligami, namun alasan suami mengajukan permohonan poligami berbeda-

14 Citra Kasih dan Iman Jauhari, Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah
Banda Aceh Nomor 328/Pdt.G/2017/Ms-Bna tentang Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil
yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif, Jurnal llmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan,
Volume. 4, No.4 Tahun 2020



beda, ada karena suami telah menghamili calon istri kedua, karena suami ingin
memiliki anak laki-laki, dan karena calon istri kedua hamil di luar nikah.

Tetapi, pada penelitian ini akan menjelaskan dalil-dalil suami memohon
izin poligami. Maksud dari dalil-dalil disini adalah alasan-alasan sang suami
memohon izin poligami yang objek kajiannya dikhususkan hanya di Mahkamah
Syar’iyyah di Aceh dalam jangka waktu 2021-2024.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas, terdapat perbedaan
dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penulis akan menjelaskan
tentang Dalil-dalil Poligami di Aceh (Studi Terhadap Putusan-Putusan
Mahkamah Syar’iyyah di Aceh Tahun 2021-2024).

E. Penjelasan Istilah
1. Dalil-Dalil Poligami

Dalil bukan hanya berarti sebagai dasar pijakan atau dasar pertimbangan.
Akan tetapi dalil disini berarti alasan. Dalil-dalil poligami berarti alasan-alasan
suami memohon izin poligami maupun alasan Hakim dalam memutuskan
putusan, terkait dengan permohonan izin poligami.

Dalil poligami adalah berbagai sebab atau pertimbangan yang membuat
seseorang memilih untuk memiliki lebih dari satu istri. Alasan tersebut bisa
bersifat pribadi, sosial, agama, atau budaya. Secara umum, alasan berpoligami
sering kali dikemukakan oleh individu atau kelompok yang percaya bahwa
memiliki lebih dari satu pasangan sah dapat memberikan manfaat tertentu, baik
dalam aspek emosional, ekonomi, maupun sosial.*®

2. Permohonan Izin Poligami

Permohonan izin poligami adalah pemohon meminta izin kepada

pengadilan Agama agar di izinkan beristri lebih dari seorang akan tetapi harus

dengan disertai alasan dan syarat diperbolehkan beristeri lebih dari seorang, baik

15 Muhamad Arif Mustofa, Poligami dalam Hukum Agama dan Negara, Al-Imarah: Jurnal
Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 1, Tahun 2017, him. 48
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syarat alternatif atau syarat utama dan syarat komulatif yang disebut juga dengan
syarat pelengkap.®

Permohonan izin poligami merujuk pada proses hukum di mana seorang
suami yang ingin menikahi lebih dari satu istri harus meminta izin kepada
pengadilan. Poligami tidak diperbolehkan secara bebas. Seorang suami harus
memenuhi beberapa syarat dan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama jika
ingin berpoligami. Jika pengadilan setuju, maka suami akan diberikan izin untuk
menikahi istri kedua atau lebih. Proses ini bertujuan untuk melindungi hak-hak
perempuan dan memastikan bahwa poligami dilakukan dengan keadilan yang
seimbang antara semua pihak yang terlibat.’

3. Studi Putusan

Terdiri dari 2 kata, yakni studi dan putusan. Studi adalah adalah penelitian
ilmiah, kajian, telaahan gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara
mendalam dan utuh dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak.!®

Kemudian putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam
bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum,
sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.*®

Sedangkan studi putusan disini bermakna kegiatan analisis atau kajian
terhadap suatu putusan hukum yang telah dikeluarkan oleh pengadilan. Dalam
konteks ini, studi putusan dilakukan untuk memahami dan mempelajari
bagaimana pengadilan memutuskan suatu perkara, serta alasan-alasan hukum
yang mendasari keputusan tersebut. Tujuan dari studi putusan adalah untuk

memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapan hukum, prinsip-

16 Mukti Anto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
pelajar, 2011), him. 41

17 Amiur Nurddin. Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta:
Prenada Media, 2004), him. 164

18 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses Online pada tanggal 7 Januari 2025
melalui https://kbbi.web.id/

19 Dedi Supriyadi, Kemahiran Hukum Teori dan Praktik, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
him 43
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prinsip yang digunakan oleh pengadilan, dan dampaknya terhadap praktik hukum

atau kehidupan sosial.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan
untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data dalam rangka
menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Metode
penelitian adalah landasan yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan
informasi yang valid dan dapat dipercaya.?
Terdapat beberapa metode penelitian yang penulis gunakan antara lain:
1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa pendekatan yang digunakan
diantaranya pendekatan kasus (Case Approach) yaitu Pendekatan yang
dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi
permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Di dalam
pendekatan ini beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu
hukum. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh
peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan
oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya.?’ Penelitian ini akan
menganalisis beberapa putusan-putusan Mahkamah Syar’iyyah di Aceh

yang berkenaan dengan permohonan poligami.
Kemudian penulis juga menggunakan pendekatan perundang-
undangan (Statute Approach), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah
semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu

hukum yang sedang bahas (diteliti).?? Perundang-undangan yang dipakai

20 Suryana, Metodologi Penelitian (Model Praktisi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif),
(Buku Ajar Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), him. 20

21 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), him. 134

22 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020) him.
56
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adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian
yuridis normatif yaitu suatu penelitian dilakukan dengan menganalisis,
mengamati, meneliti, terhadap bahan hukum yang telah diperoleh baik dari
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian hukum yuridis normatif disebut juga penelitian hukum
doktrinal, dalam penelitian normatif mengkaji tentang apa yang ada secara
tertulis, terlihat dari penerapan perundang-undangan sebagai hukum yang
berlaku (law in book) dan hukum perundang-undangan atau kaidah dan
norma lainnya.?®

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa
salinan putusan Hakim, yakni putusan-putusan Mahkamah Syar’iyah Tahun
2021-2024 tentang permohonan izin poligami.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder. Dalam hal ini yang menjadi sumber data penulis adalah salinan
putusan-putusan Mahkamah Syar’iyah Tahun 2021-2024 tentang
permohonan izin poligami.

Data sekunder ini yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yang penulis maksud adalah menelaah lima
putusan Mahkamah Syar’iyyah, antara lain putusan Mahkamah
Syar’iyyah Lhokseumawe Nomor 184/Pdt.G/2021/MS.Lsm, putusan

23 Joenadi Efendi, Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok: Prenada
Media Grub, 2018), 123-124.
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Mahkamah Syar’iyyah Bireuen Nomor 157/Pdt.G/2022/MS.Bir, putusan
Mahkamah Syar’iyyah Suka Makmue Nomor 68/Pdt.G/2023/MS.Skm,
putusan Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh Nomor
206/Pdt.G/2024/MS.Bna dan putusan Mahkamah Syar’iyyah Sigli
Nomor 229/Pdt.G/2024/MS.Sgi. Di samping itu, penulis tidak
melupakan norma-norma hukum yang mengatur tentang poligami
berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI).
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian
ini adalah artikel-artikel, disini penulis menggunakan artikel yang
berkaitan dengan poligami, kemudian buku-buku, disini penulis
menggunakan buku Hukum Perdata dan Buku Hukum Perkawinan di
Indonesia yang kemudian penulis fokuskan kepada poligami.
c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah dalam
penelitian ini berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab dan

Ensiklopedia.
. Teknik Pengumpulan Data

Dari ketiga bahan hukum diatas, penulis mengumpulkan putusan-
putusan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, dari putusan yang
sudah dikumpulkan kemudian penulis mengklasifikasikannya serta
mempelajarinya.

Penulis juga memakai Google Scholar sebagai tempat mencari
referensi yang lainnya.

. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validalitas data berhubungan dengan uji validasi

dan keontetikan data dalam menggunakan teknik tertentu. Untuk menguji

keakuratan dan keabsahan data, peneliti menggunakan lima putusan
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permohonan izin poligami Mahkamah Syar’iyyah Tahun 2021-2024. Dari
kelima putusan tersebut, setiap pemohon memberikan dalil-dalil tentang
alasan ia memohon izin poligami. Untuk melihat kebenarannya, maka
penulis berhenti memastikan bahwa kelima putusan tersebut tidak lagi
dilakukan upaya hukum lain dengan kata lain sudah incracht. Hal
tersebutlah yang menjadi dasar pengambilan lima putusan tersebut.
Mengenai kevalidan datanya, tentunya valid karena putusannya
perkara permohonan izin poligami bukan perkara yang lain. Penulis juga
menelusuri  ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang
permohonan izin poligami. Artinya yang dijadikan sandaran atau yang
dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim ketika dihadapkan perkara

permohonan izin poligami.

6. Teknik Analisis Data
Teknik Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan
mengumpulkan dan menelaah seluruh bahan hukum primer, sekunder dan
tersier yang diperoleh. Setelah bahan diklarifikasi, bahan tersebut
dihubungkan dengan bagian-bagian yang ada sebagaimana yang ditemukan
dalam bahan pustaka, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil

penelitian.

7. Pedoman Penulisan
Penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan
oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
tahun 2019.24

G. Sistematika Pembahasan
Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang

24 Tim Penulis, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).



ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

Bab | Pendahuluan, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan
masalah, identifikasi masalah, wilayah kajian, jenis masalah, batasan masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu,
kerangka pemikiran, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian,
sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pedoman
penelitian, analisis data, sistematika penulisan.

Bab Il Landasan Teori, Bab ini merupakan landasan teori yang
menjelaskan tentang poligami dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif.
Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang pengertian poligami dan
poligami dalam tinjauan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu poligami dalam
hukum fikih, dan poligami dalam hukum positif.

Bab Ill Pembahasan, Bab ini menguraikan tentang putusan-putusan
Mahkamah Syar’iyah Tahun 2021-2024 tentang permohonan izin poligami yang
menjadi sumber data primer dalam penelitian ini. Dalam bab ini, penulis akan
menjelaskan tentang duduk perkara, pertimbangan Hakim dalam memutus
perkara, dan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Bab IV Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-

lampiran.
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